BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEHILIHAI}\U U

Alamat : JI. Chalik No. 23, Kota Parepare 91121
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : Humas Bawaslu Kota Parepare

Nomor  : 143/PM.00.02/K.SN-24/07/2024 17 Juli 2024
Lampiran :
Sifat : Penting
Hal . Imbauan
Yth. Ketua KPU Kota Parepare

di-
tempat

A. Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil
Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta
Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan
Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan
Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.



8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor
127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali
Kota dan Wakil Wali Kota.

9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2024 tentang
Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali
Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

10.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa
proses pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2024, maka
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Parepare menyampaikan hal-hal
sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:

a) Pasal 22A ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

(1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab
bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.

(3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta
pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan oleh Panwas
Kabupaten/Kota.

2. Peraturan mengenai pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan
daftar Pemilih oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali
Kota dan Wakil Wali Kota, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:
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Pasal 2, yang berbunyi:

Pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih dilakukan

terhadap proses:

pengolahan DP4;

2. pembentukan PPDP;
3.
4. penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan, tingkat

pencocokan dan penelitian data Pemilih;

kecamatan, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat provinsi serta penyampaian
secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya;

rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara berjenjang sesuai dengan
tingkatannya;

penetapan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran menjadi DPS;

7. pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS;

9.

perbaikan DPS dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan secara berjenjang sesuai
dengan tingkatannya;
penetapan DPT; dan

10. pencatatan DPPh dan DPTb.

C. Bahwa dalam rangka memastikan data dan daftar pemilih yang valid dan akurat serta

memberikan kepastian hukum atas keterpenuhan hak pilih Warga Negara Indonesia

(WNI) yang ada di wilayah Kota Parepare maka Bawaslu Kota Parepare mengimbau

kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare untuk:

1.

Memastikan pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih
dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2024
dilaksanakan sesuai dan dengan jadwal yang telah ditetapkan serta sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memastikan petugas Pantarlih bekerja secara professional dan independent.
Memastikan seluruh Pemilih dalam Formulir Model A. Daftar Pemilih telah dicoklit
sesuai peraturan perundang-undangan.

Memastikan Pantarlih mencoret data Pemilih yang belum pernah kawin/menikah
dan belum genap berumur 17 Tahun pada hari pemungutan suara.

Memastikan Pantarlih mencoret data Pemilih yang telah meninggal dibuktikan
dengan menunjukkan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya.
Memastikan Pantarlih memasukkan data Pemilih yang tidak tercoklit namun
sudah memiliki hak Pilih kedalam Formulir Model A. Daftar Potensial.
Memastikan seluruh warga yang memiliki hak pilih dan memenuhi syarat tetapi
tidak terdata dalam Formulir Model A. Daftar Pemilih, agar di daftarkan ke dalam

formulir Model A. Daftar Potensial
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8. Memastikan Pantarlih mencoret data Pemilih yang telah berubah status dari
status sipil menjadi status prajurit Tentara Nasional Indonesia dan/atau anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan menunjukkan kartu
tanda prajurit Tentara Nasional Indonesia dan/atau anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

9. Memastikan Pantarlih mencatat data Pemilih yang telah berubah status dari
status prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara
Republik Indoneisa menjadi status sipil dibuktikan dengan menunjukkan surat
keputusan pemberhentian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia atau
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

10. Memastikan KPU Kota Parepare berkoordinasi dengan Disdukcapil terkait data
Pemilih yang telah meninggal dan tidak bersyarat lainnya dan Pemilih yang tidak
dikenal di daerahnya.

11. Memberikan, membuka dan/atau tidak membatasi akses Sistem Informasi Data

Pemilih kepada Pengawas Pemilu.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

_———KETUA,

ZZUH,
Qe

MUH. ZAINAL ASNUN

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
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